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ABSTRACT  INFO ARTIKEL 

This study aims to determine the effect of tax audit, tax fairness 

and tax rates on taxpayer perceptions regarding the ethics of tax evasion. 

This research was conducted at the KPP Pratama Klaten . The respondents 

consist of 75 taxpayers using the simple random sampling method. The 

data used in the form of primary data using a question from several 

previous modified studies, interviews. Data analysis with multiple linear 

regression tests. 

The results of this study indicate that partially the tax audit does not 

affect the ethics of tax evasion, tax fairness has a significant positive 

effect on the ethics of tax evasion, and the tax rate does not affect the 

ethics of tax evasion. Tax audit, tax fairnes and tax rates simultan affect 

the ethics of tax evasion. 
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PENDAHULUAN  

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang berfungsi untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang digunakan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat. Fungsi tersebut disebut dengan fungsi budgetair. Dengan fungsi ini maka aparatur 

pajak akan berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara sebanyak-banyaknya (Faradiza, 2018). 

Pemerintah menyadari pentingnya pendapatan negara dari sektor pajak, sehingga pemerintah setiap 

tahun selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah Indonesia terus berusaha  

meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya sektor pajak sebagai wujud pelaksanaan 

pembangunan nasional (Sari, 2015). Faktanya penerimaan pajak tidak dapat mencapai target yang telah 

ditentukan. Hal ini dapat disebabkan karena adanya tindakan wajib pajak untuk meminimalkan pajak 

melalui berbagai cara salah satunya adalah dengan penggelapan pajak (tax evasion). 

Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan usaha meringankkan beban pajak dengan cara 

melanggar undang-undang. Penggelapan pajak terjadi dikarenakan pandangan masyarakat terhadap 

pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah. Perbedaan persepsi tersebut terjadi karena 

minimnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak yang didapat setiap 

tahunnya. Tidak adanya kejelasan yang pasti tentang uang yang mereka bayarkan setiap bulannya serta 

penggunaan uang tersebut. Tidak adanya transparansi tersebut menyebabkan masyarakat enggan untuk 

membayar pajak (Dharmayanti, 2017). Penggelapan pajak menjadi salah satu faktor tidak tercapainya 

target penerimaan pajak di Indonesia. Penggelapan pajak menyebabkan kurangnya penerimaan pajak 

yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Umumnya wajib pajak enggan membayar pajak 
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karena mereka menganggap bahwa membayar pajak akan mengurangi penghasilan mereka. Oleh karena 

itu, wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin atau bahkan menghindarinya 

(Ayu and Hastuti, 2009). 

Maraknya kasus manipulasi pajak yang terjadi di Indonesia seperti Bakrie Group, BCA, PT. 

Metropolitan Retailmart, Asian Agri, Berau Coal, dan lain sebagainya. Kasus manipulasi pajak ini 

rupanya tidak hanya terjadi sekali, melainkan begitu banyak perusahaan yang terlibat dalam kasus 

tersebut (Kompasiana, 2018). Banyaknya skandal dan kekacauan yang terjadi di institusi dan individu 

dalam bidang perpajakan merupakan akibat dari kegagalan etis. Dimana semua orang (pada posisi 

manapun) di sebuah institusi selalu menemui masalah yang menuntut keputusan yang bersifat etis. 

Dalam hal ini tindak penggelapan pajak akan dianggap menjadi suatu perbuatan yang etis dikarenakan 

buruknya birokrasi yang ada dan minimnya kesadaran hukum Wajib Pajak terhadap tindakan tersebut 

(Rahman, 2013). Dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan 

mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti 

menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tidak sistematisnya sistem 

perpajakan yang diterapkan dan adnaya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan 

satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Hal-hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk 

melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi bahwa pajak yang akan dibayarakan tidak akan 

dikelola dengan baik dan sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar untuk dilakukan 

(Indriyani, Nurlaela and Wahyuningsih, 2016). 

Salah satu upaya untuk mengurangi penggelapan pajak perlu dilakukan pemeriksaan pajak. 

pemerintah harus lebih rutin dan membenahi sistem dalam pemeriksaan pajak. semakin tinggi 

pemeriksaan pajak maka etika wajib pajak mengenai penggelapan pajak semakin baik. Hal ini sesuai 

dengan penelitian (Lambey and Walandouw, 2017) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif 

terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion). Namun tidak sejalan dengan 

penelitian (Dewi and Merkusiwati, 2017) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap 

persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion). 

Keadilan dalam perpajakan juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan tax evasion. 

Keadilan yang dimaksud adalah Wajib Pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan 

dan pemungutan pajak (Sari, 2015). Jika semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi 

seorang wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa 

kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi (Sariani, Wahyuni and 

Sulindawati, 2016). Beberapa penelitian yang telah dilakukan seperti penelitian (Sasmito, 2017) dan 

(Faradiza, 2018) melakukan penelitian menghasilkan bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2015) 

memberikan hasil bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

penggelapan pajak. Faktor selanjutnya yaitu tarif pajak, dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan 

pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Tarif pajak 

yang tinggi akan mempengaruhi etika wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian (Tobing, 

2015) menunjukkan hasil bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tax evasion atau penggelapan 

pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Utami and Helmy, 2016) tarif pajak memberikan 

pengaruh signifikan positif terhadap praktik penggelapan pajak. 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada penambahan variabel tarif pajak. Penulis 

menggunakan variabel tarif pajak karena masih sedikit penelitian sebelumnya yang menggunakan 

variabel ini. Penulis juga mengganti variabel diskriminasi menjadi keadilan pajak karena penulis ingin 

menekankan pada pentingnya keadilan pajak untuk mengurangi tingkat penggelapan pajak. letak lokasi 

penelitian juga berbeda yaitu pada KPP Pratama Klaten. Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan 

hasil penelitian yang masih tidak konsisten maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh 

Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika 

Penggelapan Pajak (Tax Evasion). (Studi Kasus pada Wajib Pajak di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Klaten). 
Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak 

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan 

atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajibanperpajakan dan untuk tujuan 
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lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya 

pemeriksaan pajak mampu meningkatkan etika wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Adanya 

korelasi antara intensitas pemeriksaan pajak dengan  penggelapan  pajak adalah bahwa ketika 

pemeriksaan pajak dilakukan secara intensif ataupun dalam suatu periode yang teratur, maka 

penggelapan pajak akan semakin kecil.  Penelitian (Dharmayanti, 2017)  menunjukan bahwa  

pemeriksaaan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak namun penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh (Lambey and Walandouw, 2017) menunjukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itu hipotesis pertama dirumuskan.  

H1  : Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika 

penggelapan pajak (tax evasion) 

 

Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak 

Prinsip keadilan (equality) pada intinya memandang bahwa perpajakan memperhatikan hak dan 

kewajiban pembayar pajak (Dewi and Merkusiwati, 2017). Jika dihubungkan dengan Teory Planned of 

Behavior bahwa kecenderungan perilaku seseorang dipengaruhi oleh bagaimana keadaan lingkungan 

sekitar individu. Apabila wajib pajak memperoleh perlakuan yang tidak adil, maka mereka akan 

mendapat tekanan  sosial dan persepsi  wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian yang 

dilakukan oleh (Sari, 2015) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib 

pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion). Namun penelitian (Anton, 2017) menunjukkan bahwa 

keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion). 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H2  : Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika 

penggelapan pajak (tax evasion) 
 

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak 

(Ayu and Hastuti, 2009) tarif pajak adalah prosentase perhitungan yang harus dibayar oleh wajib 

pajak. Jika dihubungkan dengan teori Motivasi maka wajib pajak akan membuat motivasi penilaiannya 

sendiri terhadap tarif pajak yg berlaku. Jika mereka merasa tarif pajak yang berlaku terlalu tinggi maka 

akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Utami and 

Helmy, 2016) tarif pajak berpengaruh terhadap praktik penggelapan pajak. Sedangkan penelitian 

(Sasmito, 2017) menunjukkan hasil bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. 

Menurut uraian diatas sehingga hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut: 

H3  : Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan 

pajak (tax evasion). 
 

Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan 

Pajak 

Pemeriksaan pajak, keadilan, dan tarif pajak saling berkaitan untuk mengetahui pengaruh 

terhadap etika penggelapan pajak. Variabel-variabel bebas tersebut berpeluang dapat mempengaruhi 

wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Dalam penelitian  (Lambey and Walandouw, 

2017) diskriminasi dan pemeriksaan pajak  berpengaruh secara simultan terhadap persepsi wajib pajak 

orang pribadi mengenai penggelapan pajak di kota Bitung. Berdasarkan uraian tersebut dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Pemeriksaan pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak berpengaruh secara simultan terhadap 

persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). 
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Gambar 2.1  

Kerangka Pikir Penelitian 

     

       

H1(+) 

H2 (+) 

 

      

 

Keterangan : 

     Berpengaruh Simultan 

     Berpengaruh Parsial  

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan data primer (kuisioner). Dalam melakukan penelitian ini, populasi 

yang dipilih dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Klaten. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan metode simple random sampling, yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil 

berdasarkan kemudahan memperoleh data, menggunakan analisis regresi linier berganda. 

 

Pemeriksaan Pajak 

Pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. 
Tabel 1 

Definisi Operasional Variabel Pemeriksaan pajak 

Indikator Pernyataan 

1. Jangka waktu 

pemeriksaan (Rini, 

2007) 

2. Sikap pemeriksa 

(Rini, 2007) 

3. Prosedur pemeriksaan  

(Rini, 2007) 

 

1. Penggelapan pajak dianggap tidak etis meskipun pemeriksaan pajak telah 

dilakukan secara intensif 

2. Penggelapan pajak dianggap etis jika pemeriksaan pajak  jarang dilakukan* 

3. Penggelapan pajak dianggap tidak etis jika pemeriksa pajak ramah terhadap 

WP 

4. Penggelapan pajak dianggap etis jika pemeriksaan pajak tidak dilaksanakan 

secara benar dan jujur * 

 

Keadilan Pajak 

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi 

harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima 

(Ardyaksa and Kiswanto, 2014) 
Tabel 2 

Definisi Operasional Variabel Keadilan pajak 

Indikator Pernyataan 

1. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam 

pemungutan pajak.(Rahman, 2013) 

2. Keadilan dalam penyusunan undang-

undang.(Rahman, 2013) 

3. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan. 

(Rahman, 2013) 

1. WP yang mempunyai kondisi ekonomi yang sama 

akan dikenakan pajak yang sama 

2. WP yang mempunyai  penghasilan dan tanggungan 

yang sama juga memiliki beban pajak yang sama. 

3. Undang-Undang pajak yang berlaku sekarang sudah 

adil 

H3(-) 

Pemeriksaan Pajak (X1) 

 
Persepsi Wajib 

Pajak mengenai 

Etika Penggelapan 

Pajak (tax evasion) 

(Y) 

Keadilan Pajak (X2) 

 

Tarif Pajak (X3) 
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Indikator Pernyataan 

4. Pajak yang disetor sesuai manfaat yang 

diperoleh. 

(Friskianti and Handayani, 2014) 

5. Pajak sesuai kemampuan dalam membayar 

kewajiban pajak 

(Friskianti and Handayani, 2014) 

4. Penerapan ketentuan perpajakan sudah sesuai Undang-

Undang tanpa membedakan wajib pajak. 

5. Saya berpendapat pajak yang dibayar sudah sebanding 

dengan manfaat yang diterima. 

6. Saya berpendapat setiap jenis pajak yang dibayar 

sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak 

 

Tarif Pajak 

Keberadaan tarif pajak digunakan untuk menghitung pajak terhutang. Meskipun tarif pajak 

digunakan untuk mengetahui jumlah pajak terhutang, tidak berarti mengesampingkan fungsi hukum 

pajak yang berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.  
Tabel 3 

Defini Operasional Variabel Tarif pajak 

Indikator Pernyataan 

1. Prinsip kemampuan dalam 

membayar pajak (Permatasari and 

Laksito, 2013) 

2. Tarif pajak yang 

diberlakukan di Indonesia 

(Permatasari and Laksito, 2013) 

1. Wajar jika WP berpenghasilan tinggi membayar pajak penghasilan lebih 

besar dari pada yang dikenakan kepada WP berpenghasilan rendah. 

2. Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap wajib pajak. 

3. Tarif pajak yang dikenakan disesuaikan dengan tingkat penghasilan WP. 

 

Penggelapan pajak 

Penggelapan pajak (tax evasion) mengacu kepada tindakan yang tidak benar yang dilakukan 

wajib pajak terhadap kewajibannya dalam perpajakan. (Ardyaksa and Kiswanto, 

2014)mengidentifikasikan penggelapan pajak sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk 

meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. 
Tabel 4 

Definisi Operasional Variabel penggelapan pajak 

Indikator Pernyataan 
1. Tidak menyampaikan SPT  

(Friskianti and Handayani, 2014) 

2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar 

(Friskianti and Handayani, 2014) 

3. Tidak mendaftarkan diri atau 

menyalahgunakan NPWP  atau pengukuhan 

PKP 

(Friskianti and Handayani, 2014) 

4. Tidak menyetorkan pajak yang telah 

dipungut atau dipotong 

(Friskianti and Handayani, 2014) 

5. Berusaha menyuap fiskus 

(Friskianti and Handayani, 2014) 

6. Integritas atau mentalitas aparatur 

perpajakan/fiskus dan pejabat pemerintah 

yang buruk serta pendiskriminasian terhadap 

perlakuan pajak 

(Rahman, 2013) 

1. Saya menyampaikan SPT tidak tepat waktu* 

2. Saya tidak menyampaikan SPT dengan sesungguhnya atas 

seluruh objek pajak saya* 

3. Saya menyampaikan SPT dengan perhitungan yang tidak 

lengkap atas seluruh objek pajak saya 

4. Saya tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak* 

5. Saya tidak menggunakan NPWP sesuai dengan 

ketentuan* 

6. Saya menyetor pajak tidak berdasarkan jumlah yang 

sebenarnya* 

7. Saya menyetor pajak tidak sesuai dengan jumlah yang 

saya laporkan dalam SPT* 

8. Saya menyetor pajak tidak tepat waktu* 

9. Saya berpendapat bahwa ada wajib pajak yang berusaha 

menyuap pegawai pajak* 

10. Usaha penyuapan yang dilakukan wajib pajak dapat 

dilakukan melalui makelar* 

11. Wajib pajak dalam usaha penyuapan dilakukan dengan 

mengatakan secara terang-terangan* 

12. Wajib pajak memberikan hadiah kepada pegawai pajak 

dalam usahanya melakukan penyuapan* 

13. Jika kinerja pemerintah khususnya aparatur perpajakan 

buruk dan tingginya angka korupsi terhadap dana 

perpajakan, maka masyarakat/WP akan enggan dalam 

membayar pajak* 

14. Jika kinerja pemerintahan khususnya aparatur perpajakan 

baik, komunikatif dan inspiratif terhadap masyarakat/WP, 

maka masyarakat/WP akan membayar kewajiban 

pajaknya dengan perasaan senang 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Berdasarkan tabel dibawah ini dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan dinyatakan 

valid. Hal ini ditunjukkan dengan nilai pearson correlation yang berada di atas r-tabel dan nilai 

signifikansinya di bawah nilai alpha, yaitu 0,05. 
Tabel 5 

Hasil Uji Validitas Data Penelitian 

No Variabel/Indikator Pearson Corelation r-tabel Sig. Keterangan 

1 Pemeriksaan Pajak     

      

 Butir 1.1 0,712 0,227 0 Valid 

 Butir 1.2 0,689 0,227 0 Valid 

 Butir 1.3 0,707 0,227 0 Valid 

 Butir 1.4 0,702 0,227 0 Valid 

      

2 Keadilan Pajak     

      

 Butir 1.1 0,589 0,227 0 Valid 

 Butir 1.2 0,551 0,227 0 Valid 

 Butir 1.3 0,741 0,227 0 Valid 

 Butir 1.4 0,706 0,227 0 Valid 

 Butir 1.5 0,704 0,227 0 Valid 

 Butir 1.6 0,598 0,227 0 Valid 

      

3 Tarif Pajak     

      

 Butir 1.1 0,782 0,227 0 Valid 

 Butir 1.2 0,697 0,227 0 Valid 

 Butir 1.3 0,775 0,227 0 Valid 

      

4 Penggelapan Pajak     

      

 Butir 1.1 0,497 0,227 0 Valid 

 Butir 1.2 0,508 0,227 0 Valid 

 Butir 1.3 0,656 0,227 0 Valid 

 Butir 1.4 0,489 0,227 0 Valid 

 Butir 1.5 0,487 0,227 0 Valid 

 Butir 1.6 0,565 0,227 0 Valid 

 Butir 1.7 0,595 0,227 0 Valid 

 Butir 1.8 0,518 0,227 0 Valid 

 Butir 1.9 0,570 0,227 0 Valid 

 Butir 1.10 0,602 0,227 0 Valid 

 Butir 1.11 0,577 0,227 0 Valid 

 Butir 1.12 0,557 0,227 0 Valid 

 Butir 1.13 0,447 0,227 0 Valid 

 Butir 1.14 0,487 0,227 0 Valid 

 Sumber : Data primer diolah, 2018 
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b. Uji Reliabilitas 

Berdasarkan hasil olah data dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel. Hal 

ini dibuktikan dengan nilai Cronbach Alpha yang lebih tinggi dari 0,600. 
Tabel 6 

Hasil Uji Reliabilitas Data Penelitian 

No Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

1. Pemeriksaan Pajak 0,616 Reliabel 

2. Keadilan Pajak 0,726 Reliabel 

3. Tarif Pajak 0,612 Reliabel 

4. Penggelapan Pajak 0,789 Reliabel 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

 Berdasarkan tabel  dibawah ini, maka hasil output data dengan menggunakan aplikasi SPSS 23 

dinyatakan bahwa data terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Kolmogorov-

Smirnov sebesar 0,096 dan signifikansi sebesar 0,085 yang berarti lebih besar dari nilai alpha, yaitu 

0,05. 
 Tabel 7 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 75 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 3.67801247 

Most Extreme Differences Absolute .096 

Positive .096 

Negative -.081 

Kolmogorov-Smirnov  096 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
a. Test distribution is Normal. 

.085c 

 

  Sumber : Data primer diolah, 2018 

 

Uji Multikolonieritas 

Berdasarkan tabel dibawah ini, dapat dilihat bahwa penelitian ini terbebas dari masalah 

multikolinearitas. Hal ini dibuktikan dengan nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Variabel 

pemeriksaan pajak memiliki nilai tolerance sebesar 0,831 dan nilai VIF sebesar 1,203. Nilai keadilan 

pajak memiliki nilai tolerance sebesar 0,968 dan VIF sebesar 1,033. Nilai tarif pajak memiliki nilai 

tolerance sebesar 0,824 dan VIF sebesar 1,213. 
     Tabel 8 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 33.360 6.787  4.915 .000   

X1 .412 .274 .178 1.503 .137 .831 1.203 

X2 .673 .211 .350 3.187 .002 .968 1.033 

X3 .673 .403 .003 .022 .983 .824 1.213 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data primer diolah, 2018 
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Uji Heterokesdastisitas 

Berdasarkan hasil uji pada tabel dibawah ini,  terlihat 3 variabel independen tidak ada yang 

signifikan secara statistik. Karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

dalam model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 
        Tabel 9 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Correlations 

 Pemeriksaan Keadilan Tarif 

Unstandardized 

Residual 

Spearman's 

rho 

Pemeriksaan Correlation 

Coefficient 
1,000 ,126 ,412** ,000 

Sig. (2-tailed) . ,282 ,000 ,998 

N 75 75 75 75 

Keadilan Correlation 

Coefficient 
,126 1,000 ,186 -,129 

Sig. (2-tailed) ,282 . ,111 ,271 

N 75 75 75 75 

Tarif Correlation 

Coefficient 
,412** ,186 1,000 -,003 

Sig. (2-tailed) ,000 ,111 . ,976 

N 75 75 75 75 

Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 
,000 -,129 -,003 1,000 

Sig. (2-tailed) ,998 ,271 ,976 . 

N 75 75 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber : Data Primer diolah, 2018 

 

Uji Simultan (Uji F) 
Tabel 10 

Hasil Uji Simultan (F) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 207.131 3 69.044 4.897 .004b 

Residual 1001.055 71 14.099   

Total 1208.187 74    

a. Dependent Variable: SUM.Y   

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

Sumber : Data Penelitian diolah, 2018 
 

 

 

   

Berdasarkan tabel diatas hasil uji F dapat diperoleh nilai F hitung sebesar 4,897 > F tabel sebesar 

2,73 dengan tingkat signifikasi 0,004 < 0,05 disimpulkan bahwa variabel pemeriksaan pajak, keadilan 

dan tarif pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap etika penggelapan pajak. 
 

Uji Koefisien Determinasi 

Berdasarkan hasil output pada tabel dibawah ini, maka diketahui nilai adjust R square adalah 

sebesar 0,136 atau 13,6 %. Hal ini menunjukan bahwa pemeriksaan pajak, keadilan pajak, dan tarif 

pajak mempengaruhi etika penggelapan pajak sebesar 13,6 % 
Tabel  11 

Pengujian Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,414a ,171 ,136 3,755 

 a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

Sumber: Data primer diolah, 2018 
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Uji parsial (Uji Statistik t) 

Berdasarkan tabel uji t menunjukkan persamaan regresi-nya adalah : 

 

 Y = 33,360 + 0,412X1 + 0,673X2 + 0,009X3 + e 

 

Pada persamaan regresi diatas menunjukkan nilai konstanta sebesar 33,360. Hal ini menyatakan 

bahwa jika pemeriksaan pajak (X1), keadilan pajak (X2), dan tarif pajak (X3) dianggap konstan, maka 

etika penggelapan pajak (Y) akan konstan sebesar 33,360 satuan. Koefisien regresi pada pemeriksaan 

pajak berarah positif sebesar 0,412 hal ini berarti jika variabel pemeriksaan pajak bertambah satu satuan 

maka variabel etika penggelapan pajak bertambah sebesar 0,412 satuan atau sebesar 41,2 %. Koefisien 

regresi pada keadilan pajak berarah positif sebesar 0,673 hal ini berarti jika variabel keadilan pajak 

bertambah satu satuan maka variabel etika penggelapan pajak  bertambah sebesar 0,673 satuan atau 67,3 

%. Koefisien regresi pada tarif pajak berarah positif sebesar 0,009 hal ini berarti jika variabel tarif pajak 

bertambah satu satuan maka variabel etika penggelapan pajak bertambah sebesar 0,009 satuan atau 0,09 

%.  
Tabel 12 

Hasil  Uji Parsial (uji t) Hipotesis  
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 33,360 6,787  4,915 ,000 

PEMERIKSAAN ,412 ,274 ,178 1,503 ,137 

 KEADILAN ,673 ,211 ,350 3,187 ,002 

 TARIF ,009 ,403 ,003 ,022 ,983 

a. Dependent Variable: PENGGELAPAN   

Sumber: Data primer diolah, 2018 

a. Hipotesis 1 : Pemeriksaan Pajak (X1) terhadap Persepsi WP mengenai Etika Penggelapan 

Pajak (Y) 

Berdasarkan uji hipotesis yang ditunjukkan pada tabel, variabel pemeriksaan mempunyai 

tingkat signifikansi sebesar 0,137 dan nilai t sebesar 1,503. Hal ini berarti H1 ditolak dan Ho diterima, 

sehingga dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap 

etika penggelapan pajak karena tingkat signifikasi yang dimiliki variabel pemeriksaan pajak  sebesar 

0,137 lebih besar dari nilai signifikansinya 0,05 dan nilai t hitung sebesar 1,503 lebih kecil dari t 

tabel sebesar 1,66660. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh (Mira, 

2016) bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Namun hal ini 

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lambey and Walandouw, 2017) menunjukan 

bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.  

 

b. Hipotesis 2 : Keadilan Pajak (X2) terhadap Persepsi WP mengenai Etika Penggelapan Pajak 

(Y) 

Berdasarkan uji hipotesis yang ditunjukkan pada tabel, variabel keadilan mempunyai tingkat 

signifikansi sebesar 0,002 dan nilai t sebesar 3,187. Hal ini berarti H2 terdukung, sehingga dapat 

dikatakan bahwa keadilan berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak karena tingkat 

signifikasi yang dimiliki variabel keadilan sebesar 0,002 kurang dari nilai signifikansinya yaitu 0,05 

dan nilai t hitung sebesar 3,187 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,66660. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian (Faradiza, 2018) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh 

positif signifikan terhadap  penggelapan pajak. Namun hasil tersebut tidak sejalan yang dilakukan 

oleh (Sari, 2015) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadappersepsi wajib pajak 

mengenai penggelapan pajak (tax evasion). 

 

c. Hipotesis 3 : Tarif Pajak (X2) terhadap Persepsi WP mengenai Etika Penggelapan Pajak (Y) 

Berdasarkan uji hipotesis yang ditunjukkan pada tabel, variabel  tarif mempunyai tingkat 
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signifikansi sebesar 0,983 dan nilai t sebesar 0,022. Hal ini berarti H3 ditolak dan Ho  diterima 

sehingga dapat dikatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan 

pajak karena tingkat signifikasi yang dimiliki variabel tarif sebesar 0,983 > 0,05 dan nilai t hitung 

sebesar 0,022 < 1,66660. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Tobing, 2015) menunjukkan 

hasil bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tax evasion atau penggelapan pajak. Namun 

bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Utami and Helmy, 2016) tarif pajak 

berpengaruh positif terhadap praktik penggelapan pajak. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menarik kesimpulan variabel 

pemeriksaan pajak tidak berpengaruhterhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak 

di KPP Pratama Klaten.Variabel keadilan pajak berpengaruh positif signifikan  terhadap persepsi wajib 

pajak mengenai etika penggelapan pajak di KPP Pratama Klaten.Variabel tarif pajak tidak berpengaruh 

terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak di KPP Pratama Klaten. Variabel 

pemeriksaan pajak, keadilan pajak dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi 

wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak di KPP Pratama Klaten. 
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